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ABSTRACT 
This study aims to identify the institutional characteristics of the creative economy in Pekanbaru City, identify 
the obstacles faced, and formulate strategies to strengthen the institutions of the creative economy sector. This 
study used qualitative descriptive approach and questionnaire data collection techniques, in-depth interviews, 
and documentation studies. Data analysis combines descriptive analysis and SWOT analysis. The results of the 
study revealed issues concerning organizational legality, licensing, capital, and insufficient government support, 
which hinder the development of creative economy institutions in Pekanbaru City. The study recommends 
enhancing the role of local governments, particularly the relevant Regional Apparatus Work Units (SKPD), in 
providing assistance, coaching, and education to creative economy practitioners. Specifically, efforts should 
focus on improving the legality of products and institutions, enhancing business licensing services and 
facilitation, encouraging and facilitating cooperation and collaboration among creative economy actors, and 
establishing a valid and up-to-date creative economy database. 
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ABSTRAK 

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi karakteristik kelembagaan ekonomi kreatif di Kota Pekanbaru, 
mengidentifikasi kendala yang dihadapi, dan merumuskan strategi untuk memperkuat kelembagaan sektor 
ekonomi kreatif. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dan teknik pengumpulan data 
kuesioner, wawancara mendalam, dan studi dokumentasi. Analisis data menggabungkan analisis deskriptif dan 
analisis SWOT. Hasil penelitian mengungkapkan adanya permasalahan dalam legalitas organisasi, perizinan, 
permodalan, dan dukungan pemerintah yang belum optimal bagi pengembangan kelembagaan ekonomi kreatif di 
Kota Pekanbaru. Penelitian ini merekomendasikan peningkatan peran pemerintah daerah khususnya Satuan 
Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait dalam melakukan pendampingan, pembinaan dan edukasi kepada pelaku 
ekonomi kreatif terutama dalam hal legalitas produk dan kelembagaan, meningkatkan pelayanan dan fasilitasi 
perizinan usaha, mendorong dan menfasilitas kerjasama dan kolaborasi pelaku ekonomi kreatif serta membangun 
database ekonomi kreatif yang valid dan up to date.  
 
Kata Kunci: Ekonomi Kreatif, Dukungan Pemerintah, Pengembangan Kelembagaan 
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Pendahuluan  
Ekonomi Kreatif memiliki peran strategis dalam mendorong pertumbuhan ekonomi nasional 
dan global.Ekonomi kreatif selanjutnya dalam tulisan ini disebut dengan ekraf merupakan 
perangkat kebijakan yang memelihara pengembangan kreativitas, penggabungan 
pengetahuan, dan pemanfaatan teknologi ilmiah canggih untuk menumbuhkan ekspansi 
ekonomi, membangun peluang pasar, dan menciptakan prospek lapangan kerja (Sung, 2015). 
Defenisi ini sejalan dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif 
yang mendefenisikan ekonomi kreatif sebagai nilai tambah kekayaan intelektual dari 
kekayaan intelektual yang berasal dari kreativitas manusia yang berbasis warisan budaya, 
ilmu pengetahuan dan/atau teknologi.  

Ekraf berkontribusi terhadap PDB, lapangan kerja dan ketahanan ekonomi (Hendrawan, 
2022; Mabrur et al., 2023). Menurut data dari BPS, ekonomi kreatif memberikan kontribusi 
sekitar 7,24% terhadap ekonomi nasional pada tahun 2017, dengan tingkat pertumbuhan 
sebesar 5,06%. Sementara Badan Ekonomi Kreatif dan Badan Pengkajian dan Penerapan 
Teknologi (BPPT) memproyeksikan ekonomi kreatif berkontribusi sebesar Rp.1.274 triliun 
atau 6,95% dari total PDB nasional pada akhir tahun 2020 dan dapat menyerapkan tenaga 
kerja sebesar 19,86 juta tenaga kerja tahun 2019.  

Beberapa daerah di Indonesia berupaya mengoptimalkan kontribusi ekonomi kreatif 
untuk peningkatan pertumbuhan ekonomi (Djulius et al., 2019; Ellis Susmawati et al., 2022; 
Ginting, 2017). Namun masih terdapat beberapa kendala dalam mengembangkan ekonomi 
kreatif. Kendala-kendala tersebut antara lain: keuangan atau modal,  pengelolaan modal kerja, 
akses kredit, dan literasi keuangan pemilik (Nareswari et al., 2023; Shabillia & Santoso, 
2023). Selain itu, kurangnya kesadaran di kalangan pelaku kreatif tentang nilai ekraf, 
koordinasi yang tidak memadai serta regulasi yang kurng mendukung  juga menghambat 
pengembangan ekraf (Saehu et al., 2023). 

Kota Pekanbaru memiliki laju pertumbuhan ekonomi sebesar 6,78% dengan struktur 
perekonomian yang didominasi oleh tiga sektor utama, yaitu: Perdagangan besar dan eceran; 
reparasi mobil dan sepeda motor (30,76%), Konstruksi (29,10%) dan industry pengolahan 
(21,11%) (BPS Kota Pekanbaru, 2023). Dari ketiga sektor tersebut, ekraf memberikan 
kontribusi terhadap sektor perdagangan besar dan eceran. Berdasarkan data Dinas 
Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru tahun 2022, terdapat tiga subsektor ekraf  
yang dominan dan layak untuk dikembangkan yaitu: kuliner (22%), fashion (19%) dan Kriya 
(11%). Sub sektor kerajinan (kriya) dan kuliner mulai difokuskan pengembangannya, melalui 
kegiatan “Riau Street Fiesta” (Ramadhani, 2020). Namun berdasarkan studi pendahuluan, 
pengembangan  ekraf di Kota Pekanbaru masih menghadapi beberapa kendala, seperti 
minimnya dukungan dari pemerintah daerah, keterbatasan modal dan keterbatasan akses 
pasar. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menemukan strategi pengembangan 
kelembagaan ekraf yang tepat guna meningkatkan daya saing ekraf di Kota Pekanbaru.  

Penelitian ini penting dilakukan karena keberhasilan pengembangan ekraf dapat 
meningkatkan kontribusi yang tinggi untuk pembangunan ekonomi dan peningkatan 
kesejahteraan masyarakat di Kota Pekanbaru. Penelitian ini diharapkan memberikan 
rekomendasi yang kontruktif bagi pemerintah daerah dan pelaku ekraf di Kota Pekanbaru 
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dalam upaya mengembangkan kelembagaan ekraf yang berkelanjutan dan berdaya saing 
tinggi.  

Berbagai penelitian tentang ekonomi kreatif di Kota Pekanbaru telah banyak dilakukan, 
masing-masing dengan fokus yang berbeda. Ramadhani, (2021, 2021) meneliti daya saing dan 
inovasi produk, Arfah (2023) fokus pada pemasaran, Syahsudarmi, (2019) menganalisis peran 
triple helix dalam pertumbuhan industri kreatif, Lahamid, (2018) meneliti hambatan dan 
upaya UMKM kreatif dan Siagian & Cahyono, (2021) membahas strategi pemulihan pasca-
pandemi. Penelitian ini berbeda dengan yang lain karena menganalisis kelembagaan dari 
semua (empatbelas) subsektor ekraf di Kota Pekanbaru dan merumuskan strategi 
menggunakan analisis SWOT. 

 
Metodologi  
Penelitian ini dilaksanakan di Kota Pekanbaru selama 3 (tiga) bulan dari bulan Mei s.d 
Agustus 2022. Peneliti menggunakan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif untuk 
untuk menggambarkan dan menjelaskan karakteristik kelembagaan dan strategi 
pengembangan ekraf di Kota Pekanbaru. Metode pengumpulan data dilakukan dengan 
kuesioner, wawancara mendalam dan studi dokumentasi. Kuesioner disebarkan kepada 64 
pelaku ekraf yang dipilih secara purposive dengan pertimbangan telah terdata secara lengkap 
oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Pekanbaru tahun 2022. Penyebaran kuesioner 
bertujuan untuk menggali informasi terkait karakteristik ekraf, kendala yang dihadapi dalam 
pengembangan usaha dan upaya yang dilakukan untuk pengembangan usaha. Wawancara 
mendalam dilakukan terhadap informan penelitian yaitu pejabat terkait di Dinas Koperasi dan 
UMKM, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata dan 
Asosiasi Pelaku Ekonomi Kreatif. Wawancara mendalam dilakukan untuk menggali informasi 
terkait kendala yang dihadapi dalam pengembangan usaha ekraf dan kebijakan yang 
dilakukan untuk pengembangan ekraf. Studi dokumentasi dilakukan terhadap dokumen, 
laporan dan publikasi serta artikel ilmiah terkait ekraf yang mendukung hasil penelitian.  

Metode analisis data dilakukan menggunakan metode analisis deskriptif dan Analisis 
SWOT. Analisis deskriptif digunakan untuk menganalisis data/angka untuk menggambarkan 
karakterisitk ekraf di Kota Pekanbaru.yang disajikan dalam bentuk diagram atau grafik. Hasil 
wawancara mendalam dilakukan dengan tahapan reduksi data, analisis data, penyajian data 
dan penarikan kesimpulan. Analisis SWOT digunakan untuk mengidentifikasi faktor internal 
(kekuatan dan kelemahan) dan faktor eksternal (peluang dan tantangan) yang digunakan untuk 
merumuskan strategi penguatan kelembagaan ekonomi kreatif di Kota Pekanbaru.  
 
Hasil dan Pembahasan  
1. Karakteristik Kelembagaan Ekraf 
Karakteristik kelembagaan industri kreatif di Kota Pekanbaru dalam tulisan ini ditinjau dari 
beberapa aspek, yaitu: bentuk badan usaha, status izin usaha, kepemilikan tempat usaha, 
modal usaha, bantuan yang diperoleh dan lembaga pemberi bantuan. Temuan penelitian 
terhadap aspek-aspek tersebut dapat diuraikan sebagai berikut: 
 
1.1. Bentuk Badan Usaha 
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Kelembagaan merupakan salah satu faktor yang menentukan daya saing ekraf (Luciana & 
Aldi, 2018). Dalam konteks ini, kelembagaan merujuk pada bentuk badan usaha yang 
memiliki kekuatan hukum seperti Perseroan Terbatas (PT), Commanditaire (CV) atau 
yayasan. Hasil penelitian menunjukkan sebagian besar ekraf di Kota Pekanbaru masih 
dikelola oleh perorangan (75%) (lihat Grafik 1). Kondisi ini menunjukkan bahwa banyak 
pelaku ekraf belum memiliki kelembagaan formal yang diperlukan untuk memastikan 
keberlanjutan dan daya saing usaha mereka. Penelitian ini juga menemukan bahwa bentuk 
kelembagaan yang belum memiliki legalitas formal tersebut menjadi salah satu kendala utama 
yang dihadapi oleh industri kreatif di Kota Pekanbaru untuk mengembangkan usaha dan 
meningkatkan daya saing mereka. Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian 
Arifiyanto, (2023) dan Rian Saputra & Mutiyara, (2023) yang menyatakan bahwa bentuk 
badan usaha yang bersifat perorangan dan tidak memiliki kelembagaan formal akan kesulitan 
untuk mengakses berbagai bantuan dan melakukan kerjasama dengan stakeholder terkait.  
 

Grafik 1. Bentuk Kelembagaan Ekonomi Kreatif 

 
Sumber: Hasil Penelitian, 2022 

 
1.2. Status Izin Usaha  
Setiap kegiatan usaha harus memiliki izin meskipun bentuk usaha tersebut merupakan usaha 
yang dimiliki dan dijalankan oleh perorangan maupun anggota keluarga sendiri. Hal tersebut 
diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Kepemilikan 
izin usaha bagi UMK selain memudahkan UMK untuk mendapatkan fasilitas juga dapat  
menghindari UMK dari sanksi administratif. Sementara itu kewajiban izin usaha bagi UMK 
dapat membantu pemerintah dalam melakukan pembinaan dan pengawasan.  Hasil penelitian 
ini menemukan masih terdapat 61% ekonomi kreatif yang belum memiliki izin usaha (Grafik 
2). Berdasarkan wawancara dengan informan dari asosiasi industri kreatif disimpulkan 
minimnya legalitas formal yang dimiliki para pelaku ekraf karena terkendala dalam 
memenuhi kelengkapan administrasi yang harus dipenuhi serta terbatasnya pengetahuan 
terhadap pentingnya mengurus izin usaha dan Hak Kekayaan Intelektual (HKI). Sementara 
itu, berdasarkan wawancara dengan penjabat dari Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota 
Pekanbaru mengemukakan untuk membantu pelaku ekonomi kretif dalam pengurusan HKI, 
mereka telah memberikan sosialisasi dan melakukan fasilitasi untuk pengurusan HKI tersebut.  
Temuan ini sama dengan hasil penelitian Tarina, (2020). yang meneliti tentang urgensi izin 

3%

17%

5%

75%

Perseroan Terbatas (PT CV Yayasan Perorangan
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usaha dalam perdagangan melalui sistem elektronik bagi Usaha Mikro dan Kecil (UMK) di 
Indonesia. Dalam penelitiannya Tarina (2020) menemukan kendala yang dihadapi oleh UMK 
dalam pengurusan izin usaha terkait waktu dan prosedur pengurusan izin serta pengetahuan 
pelaku usaha tentang pentingnya memiliki legalitas formal. Hambatan yang sama juga 
ditemukan dalam penelitian ini. 
 
1.3. Kepemilikan Tempat Usaha 
Hasil penelitian menunjukkan 52 persen ekraf memiliki tempat usaha sendiri namun demikian 
45 persen ekraf masih menyewa tempat usaha. (lihat Grafik 3). Beberapa alasan yang 
dikemukakan pelaku ekraf lebih memilih untuk menyewa tempat usaha antara lain karena 
keterbatasan modal, pertimbangan akses ke fasilitas dan infrastruktur, fleksibilitas lokasi, 
ketersediaan tempat yang sesuai serta kepatuhan terhadap hukum dan perizinan yang berlaku. 
Mengacu pada Teori Hotelling, lokasi usaha mempengaruhi tingkat permintaan dan 
penawaran dalam usaha. Oleh karena itu menyewa tempat usaha yang dinilai strategis 
merupakan strategi ekraf untuk meningkatkan pendapatan usahanya. Temuan (Ruth & 
Hutabarat, 2015) menyatakan bahwa lokasi ekraf yang dikelompokkan dalam satu kawasan 
yang khas akan lebih optimal hasilnya dibandingkan ekraf yang memiliki lokasi strategis tapi 
tidak berkelompok. Oleh karena itu pemerintah perlu menyediakan tempat-tempat khusus 
menurut subsektor ekraf sehingga mudah dikenal dan diakses oleh konsumen. 

 
Grafik 2. Status Izin Usaha Ekraf Kota Pekanbaru 

 
Sumber: Hasil Penelitian, 2022 

 
Grafik 3. Status Kepemilikan tempat usaha Ekraf 
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Sumber: Hasil Penelitian, 2022 

 
1.4. Modal Usaha 
Modal usaha merupakan unsur penting untuk mengembangkan usaha dan meningkatkan daya 
saing usaha. Sektor ekraf membutuhkan modal usaha yang memadai untuk menghasilkan 
produk-produk kreatif yang memiliki daya saing tinggi sehingga mampu menembus pasar 
nasional bahkan global (Anjaningrum & Sidi, 2018). Namun banyak ekraf yang belum 
didukung oleh modal yang memadai (Luciana & Aldi, 2018; Rivani et al., 2019) termasuk 
dalam hasil penelitian ini. Grafik 4 yang menunjukkan 81 persen responden tidak memiliki 
pinjaman modal. Kondisi ini juga sejalan dengan karakteristik bentuk badan usaha ( Grafik 1 
dan status perizinan (Grafik 2). Faktor keuangan dan permodalan ini merupakan salah satu 
kendala yang menyebabkan belum optimalnya pengembangan sektor industri kreatif di 
Indonesia(Oktaviana & Bachruddin, 2017; Santoso, 2022; Tanan & Dhamayanti, 2020). 
Karakteristik industri kreatif yang unik dan beresiko menyebabkan sulit memperoleh 
permodalan sehingga mayoritas pelaku harus memodali usahanya sendiri. . Namun hasil 
temuan Rafika et al., (2022), akses terhadap modal bukan satu-satunya permasalahan terkait 
modal namun persoalan lain yang kerap terjadi yaitu terkait kemampuan dalam mengelola 
modal secara optimal. 

 
 

Grafik 4. Ekraf Kota Pekanbaru berdasarkan Status Pinjaman 

 
Sumber: Hasil Penelitian, 2022 

 
1.5. Bantuan yang Diperoleh 
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Ekraf membutuhkan bantuan baik materiil dan non materil dari pemerintah dan stakeholders 
untuk mengembangkan usahanya. Namun bantuan yang diberikan umumnya terbatas dalam 
bentuk bantuan modal tanpa diikuti dengan pembinaan dan pendampingan secara 
berkelanjutan (Mahira, 2019) maupun fasilitasi perlindungan hukum terkait hak cipta 
(Santoso, 2022). Hasil penelitian menemukan 64 persen responden pelaku ekraf tidak pernah 
memperoleh bantuan baik dalam bentuk modal maupun pendampingan (lihat Grafik 5.). Hasil 
temuan lapangan menunjukkan kelengkapan administrasi yang dimiliki seperti legalitas badan 
usaha maupun perizinan menjadi kendala utama para pelaku industri kreatif memperoleh 
bantuan. Selain itu juga disebabkan oleh keterbatasan akses informasi para pelaku ekraf 
terhadap sumber bantuan yang ditawarkan oleh pemerintah dan stakeholders terkait. 
Sementara itu dari aspek pemerintah daerah, keterbatasan anggaran masih menjadi kendala 
dalam mengoptimalkan peran pemerintah daerah dalam mengembangkan dan meningkatkan 
daya saing ekraf. 
 

Grafik 5. Ekraf Kota Pekanbaru Menurut Bantuan yang Diperoleh 

 
Sumber: Hasil Penelitian 2022 

 
1.6. Lembaga Pemberi Bantuan 
Kolaborasi antar pihak seperti pemerintah, swasta dan akademisi sangat dibutuhkan dalam 
mengembangkan ekonomi kreatif (Aswin et al., 2022). Kolaborasi diharapkan dapat 
mewujudkan sinergitas program antar stakeholders dalam memberikan bantuan materil dan 
nonmateril kepada ekraf sehingga dapat mencapai tujuan yang optimal (Dewandaru, 2016). 
Pemberian bantuan diharapkan dapat mengatasi masalah yang dihadapi oleh ekraf seperti 
permodalan, peralatan, manajemen pengelolaan usaha dan keuangan, pemasaran dan lainnya 
(Tanan & Dhamayanti, 2020). Grafik 6 menunjukkan, Lembaga pemberi bantuan kepada 
ekraf sebagian besar (83%) masih berasal dari pemerintah. Oleh karena itu pihak terkait lain 
seperti Lembaga keuangan, swasta dan akademisi perlu didorong untuk memberikan 
kontribusinya dalam pengembangan dan peningkatan daya saing ekraf di Kota Pekanbaru. 
 

Grafik 6. Ekraf Kota Pekanbaru menurut Lembaga Pemberi Bantuan 
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Sumber: Hasil Penelitian, 2022 

 
 
 
2. Kendala Kelembagaan Ekraf 
Kendala kelembagaan ekraf di Kota Pekanbaru ditinjau dari aspek kelembagaan terkait 
dengan permasalahan legalitas organisasi yang belum baik. Kondisi ini dapat dilihat dari 
karakterisitik responden yang sebagian besar belum memiliki legalitas kelembagaan formal, 
belum memiliki izin usaha dan masih dikelola secara perorangan. Padahal legalitas organisasi 
dan perizinan ekraf merupakan komponen yang sangat penting dimiliki oleh ekraf untuk 
menjamin perlindungan hukum usahanya,  memudahkan pelaku ekraf untuk mengakses 
permodalan, memperoleh bantuan dan pembinaan dari pemerintah maupun stakeholder 
terkait. Selain itu kepemilikan legalitas usaha oleh ekraf memudahkan pemerintah daerah 
untuk melakukan pengawasan dan pembinaan (Rian Saputra & Mutiyara, 2023; Tarina, 
2020).  

Selanjutnya kendala kelembagaan lainnya yang menjadi temuan penelitian ini adalah 
belum optimalnya dukungan pemerintah dalam melakukan pengembangan kelembagaan ekraf 
(lihat Grafik 7). Grafik 7 menunjukkan sebagian besar responden menilai bahwa dukungan 
pemerintah dalam memajukan usaha khususnya pemberian izin usaha berada pada kriteria 
sangat tidak baik (37%) dan tidak baik (29%). Demikian juga dengan dukungan pemerintah 
dalam memberikan kemudahan pengurusan izin usaha berada pada kriteria sangat tidak baik 
(40%) dan tidak baik (27%). Temuan ini mengindikasikan adanya kendala regulasi dan 
birokrasi yang harus dihadapi oleh pelaku ekraf. Oleh karena itu pemerintah perlu 
memperbaiki proses perizinan dan mengurangi hambatan birokrasi, dengan langkah-langkah 
konkret seperti meningkatkan transparansi dan mempercepat prosedur administrasi. Perbaikan 
ini diharapkan dapat menciptakan lingkungan yang lebih kondusif bagi perkembangan 
ekonomi kreatif, yang pada gilirannya dapat berkontribusi lebih besar terhadap perekonomian. 
Selain itu dari aspek pemerintah, beberapa keterbatasan seperti masalah keterbatasan 
anggaran dan ketersediaan database UKM ekraf. 
 

Grafik 7. Ekraf Kota Pekanbaru menurut Kendala Kelembagaan 
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Sumber: Hasil Penelitian, 2022 

 
Keterangan: 1. Organsiasi dikenal pasar, dan memiliki brand yang marketable, 2. ketersediaan peraturan pelaksanaan 
pengelolaan administrasi dan dana termasuk SOP, 3. Biaya administrasi perizinan, pengurusan HKI& pendirian usaha, 4. 
memiliki perencanaan bisnis yang sesuai dengan perkembangan IPTEKS, 5. Memiliki struktur organisasi secara jelas 
mengakomodir semua aktivitas organisasi, 6. perusahaan/organisasi/Badan Usaha memiliki izin lengkap. 
 
3. Faktor Internal dan Eksternal Pengembangan Kelembagaan Ekraf di Kota 

Pekanbaru 
Faktor-faktor internal yang mempengaruhi perkembangan kelembagaan ekraf di Kota 
Pekanbaru dibedakan menjadi kekuatan dan kelemahan. Kekuatan yang dimiliki ekraf terdiri 
dari: 1. meningkatnya minat pelaku ekraf, 2. ketersediaan Sumber Daya Manusia yang 
kompeten 3.  menggunakan teknologi informasi. Ekonomi kreatif merupakan sektor yang 
sangat menjanjikan untuk mendukung pembangunan ekonomi (Panova et al., 2022). 
Pertumbuhan industri kreatif yang cukup pesat menunjukkan terjadinya peningkatan minat 
pelaku ekonomi kreatif (Kuznetsov et al., 2022; Pratomo et al., 2021). Salah satu faktor 
pendorog ekonomi kreatif adalah ketersediaan SDM yang kompeten mendukung dalam 
penciptaan kualitas desain, produksi, manajemen dan pemasaran yang efektif dan teknologi 
yang memungkinkan tumbuhnya inovasi, efisiensi operasional dan akses pasar yang lebih luas 
(Kuznetsov et al., 2022). 
 Sebaliknya kelemahan dalam pengembangan kelembagaan ekraf di Kota Pekanbaru, 
salah satunya adalah belum tersedianya database ekraf yang terintegrasi. Hasil studi kualitatif 
menemukan belum tersedianya database ekraf  menyulitkan pemerintah daerah dan pemangku 
kepentingan untuk pertama: memetakan kebutuhan sektor ekraf secara tepat, kedua: 
menyusun perencanaan program pengembangan ekraf yang tepat sasaran. Kelemahan lainnya 
adalah sebagian besar ekraf di Kota Pekanbaru belum memiliki legalitas kelembagaan dan 
perizinan khususnya perlindungan terhadap Hak Kekayaan Intelektual (HKI). Perlindungan 
hukum menjamin hak, manfaat, dan kepastian bagi pelaku industri kreatif dan mendukung 
pengembangan ekonomi kreatif (Chen et al., 2013; Suryansyah, 2019). Namun sebagian besar 
industri kreatif belum memiliki legalitas formal (Ginting, 2017; Suryansyah, 2019).  
Selanjutnya belum adanya legalitas kelembagaan formal dan perizinan menghambat pelaku 
ekraf dalam memperoleh modal dan akses modal. Meskipun minat pelaku ekraf meningkat 
namun tanpa dukungan modal menyebabkan ekraf sulit berkembang. Terakhir, belum 
optimalnya dukungan pemerintah baik dalam bentuk regulasi, pendanaan maupun 
pendampingan membuat pelaku ekraf sulit dalam memenangkan persaingan. Padahal 
pemerintah memainkan peranan peranan penting dalam pengembangan ekonomi kreatif 
(Fazlagić & Szczepankiewicz, 2020; Goto, 2017). 
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 Faktor-faktor eksternal yang mempengaruhi perkembangan kelembagaan ekraf di Kota 
Pekanbaru dibedakan menjadi peluang dan tantangan. Peluang pengembangan ekraf 
mencakup: pertama, meningkatnya minat konsumen terhadap produk ekraf yang 
menunjukkan potensi pasar yang cukup besar. Peningkatan minat tersebut juga didukung oleh 
digitalisasi pemasaran dan promosi serta inovasi produk (Fakhriyyah et al., 2022; Izzah Nur 
Masyithoh & Ivo Novitaningtyas, 2021). Kedua peluang kerjasama yang semakin terbuka, 
antara pemerintah, swasta, akademisi dan komunitas. Kolaborasi tersebut memungkinkan 
pelaku ekraf mengakses sumberdaya, pendampingan, teknologi dan pengetahuna baru. Ketiga, 
potensi dukungan dari stakeholders terkait memberikan peluang dalam memperkuat 
kelembagaan dan daya saing ekraf. Sebaliknya faktor-faktor yang mengancam pengembangan 
ekraf dan perlu mendapat perhatian, terdiri dari: 1. perubahan preferensi konsumen, 2. produk 
yang mudah ditiru, 3. perubahan regulasi. Perubahan preferensi konsumen mendorong ekraf 
beradaptasi dan berinovasi untuk menghasilkan produk yang sesuai dengan selera pasar yang 
dinamis. Sementara itu produk yang mudah ditiru merupakan permasalahan utama ekraf 
sehingga perlu ada perlindungan terhadap produk kreatifnya (Disemadi & Kang, 2021). 
 
4. Strategi Pengembangan Kelembagaan Ekraf di Kota Pekanbaru 
Berdasarkan karakteristik dan permasalahan ekraf di Kota Pekanbaru, penelitian ini 
merumuskan beberapa strategi kebijakan yang diharapkan dapat mengatasi permasalahan 
kelembagaan dalam pengembangan ekraf di Kota Pekanbaru. Beberapa kebijakan tersebut 
antara lain: Pertama, memperkuat edukasi dan kesadaran tentang legalitas kelembagaan ekraf 
melalui sosialisasi, workshop dan pelatihan terkait proses pendirian dan aspek hukum bagi 
pelaku ekraf. Kedua, memperbaiki pelayanan dan fasilitasi kemudahan perizinan usaha 
ekonomi kreatif dari berbagai aspek baik dari legalitas, kelembagaan maupun kerjasama. 
Ketiga, menfasilitasi dan memperkuat kerjasama kemitraan di berbagai bidang terutama 
permodalan dan pemasaran bagi pelaku usaha melalui Kerjasama dengan Lembaga 
keuangan/permodalan dalam memberikan kemudahan modal kepada pelaku kreatif yang 
mendapat rekomendasi dari pemerintah kota Pekanbaru. Dan keempat, Membangun database 
industri dan produk kreatif kota Pekanbaru yang lengkap dan terupdate melalui pemetaan 
pelaku, industri dan potensi produk ekonomi kreatif secara lengkap di Kota Pekanbaru dan 
Penyusunan portal/data base pusat informasi ekonomi kreatif kota Pekanbaru. 

 
Kesimpulan dan Rekomendasi  
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui karakteristik dan kendala kelembagaan serta 
merumuskan strategi pengembangan kelembagaan ekraf di Kota Pekanbaru menggunakan 
pendekatan deskriptif kualitatif. Penelitian ini menyimpulkan terdapat tiga kendala utama 
pengembangan kelembagaan ekraf di Kota Pekanbaru. Ketiga kendala tersebut terkait dengan 
masalah  legalitas kelembagaan, perizinan, permodalan ekraf dan dukungan pemerintah yang 
belum optimal. Ketiga permasalahan tersebut merupakan permasalahan umum yang terjadi 
pada sebagian besar industri ekraf di Indonesia.  

Hal yang menarik dari temuan ini adalah belum tersedia  database ekonomi kreatif di 
Kota Pekanbaru sehingga hal ini memungkinkan dukungan pemerintah terhadap 
pengembangan industri kreatif dianggap belum optimal. Ketersediaan database ekraf 
memudahkan pemerintah dan stakeholders terkait dalam memberikan intervensi dan 
dukungan baik dalam bentuk saranan prasarana, permodalan maupun pendampingan serta 
memudahkan dalam melakukan pengawasan. Berdasarkan hasil penelitian ini, kami 
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merekomendasikan peningkatan peran pemerintah daerah khususnya SKPD terkait dalam 
melakukan pendampingan, pembinaan dan edukasi kepada pelaku ekonomi kreatif terutama 
dalam hal legalitas produk dan kelembagaan, meningkatkan pelayanan dan fasilitasi perizinan 
usaha, mendorong dan menfasilitas kerjasama dan kolaborasi pelaku keonomi kreatif serta 
membangun database ekonomi kreatif yang valid dan up to date. 
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